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5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab
sebelummnya yang telah penulisan lakukan mengenai pengendalian dan
pengawasan minuman beralkohol dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor

74 Tahun 2013, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pengendalian minuman beralkohol dalam Pasal 7
Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 menunjukkan bahwa
negara menjalankan pengendalian minuman beralkohol secara
ketat melalui pembatasan lokasi penjualan bahwa penjualan
minuman beralkohol hanya diperbolehkan di tempat-tempat
tertentu, seperti hotel, bar, restoran, toko bebas bea, serta lokasi
lain yang ditetapkan oleh Bupati, Wali Kota, dan Gubernur untuk
Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pembatasan tersebut dilengkapi
dengan aturan zonasi yang melarang lokasi penjualan berada di
sekitar tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan rumah sakit.
penetapan usia minimum konsumen 21 Tahun, dan pelibatan
pemerintah daerah dalam penentuan kebijakan sesuai dengan
karakteristik daerah masing-masing.

2. Tujuan pengendalian minuman beralkohol dalam Pasal 7
Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 bertujuan
mengendalikan peredaran minuman beralkohol agar tidak
tersebar secara bebas di tengah masyarakat. Melalui pembatasan
lokasi penjualan, pengaturan wusia minimum konsumen,
penempatan khusus produk, serta pelibatan pemerintah daerah,
ketentuan ini dirancang untuk melindungi masyarakat dari
dampak negatif alkohol sekaligus menjaga keseimbangan antara

kepentingan ekonomi, pariwisata, dan ketertiban sosial.
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3. Pengendalian minuman beralkohol dalam Pasal 7 Peraturan
Presiden No 74 Tahu 2013 ditinjau dari pandangan Siyasah
Dusturiyah, meskipun Indonesia bukan Islam secara formal,
pengendalian minuman beralkohol pada Pasal 7 Peraturan
Presiden No 74 Tahun 2013 menunjukkan adanya keselarasan
dengan prinsip-prinsip dalam siyasah dusturiyah yaitu: prinsip
kedudukan manusia di bumi, keadilan, musyawarah, taat pada
pemimpin, persamaan dan hubungan baik antar umat.
Pengendalian minuman beralkohol pada aturan ini juga secara
substansial mendukung tujuan maqasid syari’ah perlindungan
akal, jiwa, agama, keturunan dan harta yang merupakan aspek
fundamental yang harus dilindungi dalam tatanan kehidupan

bermasyarakat dan bernegara.

5.2 Saran

1. Kepada pemerintah, diharapkan agar terus memperkuat
pengawasan terhadap implementasi Pasal 7 Perpres Nomor 74
Tahun 2013 dengan cara menyusun peraturan pelaksana yang
lebih rinci dan menyelaraskannya dengan kondisi sosial di daerah,
serta memastikan' adanya koordinasi yang efektif antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2. Kepada Pemerintah Daerah, disarankan agar lebih proaktif dalam
menetapkan kebijakan lokal terkait pengendalian minuman
beralkohol dengan memperhatikan nilai-nilai budaya, agama, dan
struktur sosial masyarakatnya. Penetapan zonasi dan pemberian
izin penjualan harus dilakukan secara selektif dan transparan.

3. Kepada masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran
hukum dan moral terkait bahaya konsumsi minuman beralkohol
secara berlebihan, serta turut serta dalam mengawasi peredaran

minuman beralkohol yang tidak sesuai ketentuan.
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